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SUPAYA TIDAK TERJADI  PENUTUPAN

Industri Media Akan Dapat Insentif
BANGKITKAN PEREKONOMIAN DIY

Kuliah Tatap Muka Harus Dibuka Bertahap
JAKARTA (KR) - Pe-

merintah memastikan in-

dustri media akan menda-

pat sejumlah insentif guna

mengatasi ancaman penu-

tupan perusahaan pers

dan pemutusan hubungan

kerja kepada karyawan

akibat pandemi virus

Korona (Covid-19).

Insentif akan diberikan

dalam beberapa bentuk,

mulai dari penghapusan

pajak untuk kertas koran,

penangguhan beban lis-

trik, penghapusan pajak

penghasilan, hingga peng-

alihan anggaran iklan un-

tuk media lokal.

Menteri Keuangan Sri

Mulyani Indrawati menge-

mukakan pemberian in-

sentif tersebut dalam temu

virtual bersama Menteri

Komunikasi dan Informa-

tika (Menkominfo) Johnny

G. Plate, Ketua Dewan

Pers Mohammad Nuh, dan

sejumlah perwakilan asosi-

asi media massa nasional

di Jakarta, Jumat (24/7). 

Adapun poin-poin yang

disampaikan Pemerintah

dalam pertemuan tersebut

antara lain, pemerintah

akan menghapuskan pa-

jak pertambahan nilai

(PPN) bagi kertas koran

sebagaimana dijanjikan

Presiden Jokowi sejak

Agustus 2019. Dalam Per-

aturan Menteri Keuangan

yang menjadi peraturan

pelaksana Perpres No. 72

Tahun 2020, akan dite-

gaskan bahwa PPN ter-

hadap bahan baku media

cetak menjadi tanggungan

Pemerintah. 

Pemerintah melalui Ke-

menterian Keuangan akan

mengupayakan mekanis-

me penundaan atau pe-

nangguhan beban listrik

bagi industri media. Se-

lanjutnya, pemerintah

menangguhkan kontribusi

BPJS Ketenagakerjaan se-

lama 12 bulan untuk in-

dustri pers dan industri

lainnya lewat Keppres.

Selain itu, pemerintah

akan mendiskusikan de-

ngan BPJS Kesehatan ter-

kait penangguhan pemba-

yaran premi BPJS Kese-

hatan bagi pekerja media.

Kemudian juga memberi-

kan keringanan cicilan

Pajak Korporasi di masa

pandemi dari yang semula

turun 30 persen menjadi

turun 50 persen. 

Pemerintah membebas-

kan pajak penghasilan

(PPh) karyawan yang ber-

penghasilan hingga Rp 200

juta pertahun. Serta akan

menginstruksikan semua

kementerian agar meng-

alihkan anggaran belanja

iklan mereka, terutama

Iklan Layanan Masyara-

kat, kepada media lokal.

Menurut Ketua Dewan

Pers M Nuh,  apresiasi dan

terima kasih kepada peme-

rintah atas perhatian yang

tinggi terhadap nasib dan

keberlangsungan pers se-

bagai pilar keempat demo-

krasi.                      (Lmg)-d

BERTAMBAH 1.868

Kasus Positif Capai 97.286
JAKARTA (KR) - Jumlah akumulatif kasus Covid-19

di Indonesia hingga Sabtu (25/7) pukul 12.00 WIB

bertambah 1.868 sehingga mencapai 97.286. Sedangkan

jumlah pasien yang sudah sembuh dari infeksi virus

Korona tipe baru bertambah 1.409 menjadi 55.354 orang,

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menye-

butkan jumlah penderita Covid-19 yang meninggal dunia

bertambah 49 orang menjadi total 4.714 orang menurut

data Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Penambahan jumlah pasien Covid-19 paling banyak

terjadi di DKI Jakarta (376) disusul Jawa Timur (310),

Jawa Tengah (191), Sulawesi Selatan (136), Kalimantan

Selatan (118), Gorontalo (102), dan Jawa Barat (73). Se-

dangkan Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur di-

laporkan tidak mengalami penambahan kasus Covid-19.

Adapun jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19 pa-

ling banyak di Jawa Timur (409) disusul Kalimantan

Selatan (180), DKI Jakarta (173), Sulawesi Selatan (134),

Jawa Tengah (100), dan Bali (86).

Penambahan kasus kematian akibat Covid-19 dilapor-

kan terjadi di 11 provinsi, paling banyak di Jawa Timur

(18) disusul Jawa Tengah (10), Kalimantan Tengah (4),

Sulawesi Selatan (3), Kalimantan Selatan (3), Sumatera

Utara (3), Kalimantan Timur (2), Papua (2), Maluku

Utara (2), DI Yogyakarta (1), dan Sulawesi Utara (1).

Satuan Tugas juga mencatat sebanyak 54.752 kasus

suspek Covid-19. Penularan Covid-19 sudah terjadi di

471 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. 

(Ati)-d

KR-Antara

Sri Mulyani

YOGYA (KR) - Sektor pariwisata dan

pendidikan selama ini menjadi ‘lokomo-

tif ’ penopang perekonomian DIY. Kedua

lokomotif itu membawa banyak ‘ger-

bong’, termasuk UMKM yang berkon-

tribusi terhadap 98% pergerakan per-

ekonomian DIY.

Karena itu untuk membangkitkan

kembali perekonomian DIY yang ter-

pukul akibat dampak pandemi Covid-19,

maka harus menggeliatkan sektor

UMKM. “UMKM menyerap 79% tenaga

kerja di DIY. Gerbong UMKM ini akan

bergerak kalau lokomotif pariwisata dan

pendidikan juga bergerak,” kata Deputi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI)

Yogyakarta, Miyono, dalam Diskusi Kri-

tis Media #4 di Coffee & Resto Tarumar-

tani 1918 Yogyakarta, Sabtu (25/7).

Menurut Sekretaris Ikatan Sarjana

Ekonomi (ISEI) Yogyakarta Y Sri Susilo,

untuk membangkitkan kembali ekonomi

di era new normal, sektor pariwisata dan

pendidikan harus kembali dibuka secara

bertahap. Namun ‘lokomotif ’ pendidikan

saat ini terkendala perkuliahan daring

online.

Susilo mengusulkan agar beberapa

universitas besar di DIY menerapkan

model kuliah ganda, yang memadukan

sistem tatap muka atau luring (offline)

dan daring. Perlu dicoba untuk perconto-

han, misalnya satu kelas isi 15 orang, ke-

mudian juga disebarkan lewat YouTube

atau Zoom.

“Kalau kampus mulai bergerak secara

bertahap dan ada pembatasan, roda per-

ekonomian akan berputar. UMKM seki-

tar kampus, mulai dari jasa fotokopi,

makan, laundry dan lainnya, yang seka-

rang notabene tutup, akan kembali bu-

ka,” ungkap Susilo.

Usulan senada diutarakan Wakil

Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana.

Politisi PKS ini meminta agar Pemda

DIY berkomunikasi dengan para rektor

di DIY, membahas tentang bagaimana

agar mahasiswa bisa masuk kampus lagi

namun dengan protokol kesehatan ketat.

“Di DIY ada 140-an kampus, kita hara-

pkan akan dibuka bertahap dan dimulai

dari beberapa universitas yang besar du-

lu. Kalau perlu Pemda memberikan in-

sentif ke kampus untuk memastikan

para mahasiswa itu masuk DIY dengan

aman,” tutur Huda. (Bro/Awh)-a

GEGER DISPENSASI NIKAH DI JEPARA

Tidak Benar, 240 Siswi SMA Hamil
JEPARA (KR) - Geger kabar

240 siswi SMA di Jepara hamil

dan kemudian mengajukan dis-

pensasi nikah seperti dimuat da-

lam portal media online, menda-

patkan perhatian serius Bupati

Jepara Dian Kristiandi. Orang

nomor satu di ‘Kota Ukir’ itu lang-

sung berkoordinasi dengan Ketua

Pengadilan Agama (PA) Jepara, H

Faiq, untuk meluruskan kabar

yang dianggapnya tidak benar.

Menurut Faiq, pihaknya sudah

meminta klarifikasi dari panitera

yang menjadi sumber berita media

online tersebut. “Tidak benar ada

240 siswi SMA di Jepara hamil

dan kemudian berbondong-bon-

dong mengajukan dispensasi ni-

kah,” tegasnya,  Sabtu (25/7).

Pihaknya minta maaf kepada

masyarakat Jepara, khususnya

dunia pendidikan, yang telah ter-

coreng karena pemberitaan yang

kemudian menjadi viral. Menu-

rutnya,  banyak di antara pemo-

hon dispensasi nikah yang sudah

lulus SLTA. Jumlahnya sekitar

240 orang itu merupakan akumu-

lasi dari bulan Januari hingga

Juni 2020.

Untuk dispensasi nikah, seba-

gian besar atas persetujuan dan

keinginan orang tua yang ingin

segera melangsungkan pernikahan

anaknya. “Kalau disebutkan ba-

nyak pelajar SMAberbondong-bon-

dong minta dispensasi nikah, sa-

ngat berlebihan. Berbondong-bon-

dong, seolah dilakukan dalam satu

waktu hampir bersamaan, padahal

tidak seperti itu,” tandas Faiq.

Berdasarkan data yang ada, per-

mohonan dispensasi nikah diaju-

kan oleh orang tuanya dengan ra-

ta-rata anak usia 16-18 tahun atau

anak usia SLTA. Namun kemudi-

an dipersepsikan sebagai siswi

SMA. Usia 16-18 tahun bisa saja

anak yang sudah tamat SLTA, pu-

tus sekolah atau bahkan tidak

sekolah. Selain itu, tidak semua

yang mengajukan dispensasi ni-

kah dalam kondisi hamil.

Sesuai Undang-undang Nomor

16 tahun 2019 tentang Perkawin-

an, batas minimal calon pengantin

putri minimal 19 tahun. Dalam

undang-undang sebelumnya, ba-

tas usia nikah minimal 16 tahun.

“Karena sekarang banyak anak-

anak lulusan SLTA yang ingin

menikah namun usianya belum

genap 19 tahun, kemudian meng-

ajukan permohonan dispensasi ni-

kah. Mereka yang mengajukan

dispensasi pernikahan karena usia

belum genap 19 tahun, bukan

karena hamil,” ungkap Faiq sera-

ya menambahkan bahwa banyak

anak yang mengajukan permohon-

an nikah terjadi di semua Peng-

adilan Agama setelah ada penam-

bahan batas minimal usia perka-

winan dari 16 tahun menjadi 19

tahun.

Terpisah, Kepala Dinas Pember-

dayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Penduduk dan  Keluarga

Berencana (DP3AP2KB) Kabupa-

ten Jepara, melalui Kabid Pem-

berdayaan Perempuan dan Per-

lindungan Anak (P3A) M Adiwar-

doyo mengungkapkan, hingga 22

Juli 2020 pihaknya baru menge-

luarkan 86 rekomendasi persya-

ratan dispensasi nikah.

Menurutnya, dispensasi nikah

harus ada rekomendasi dari

DP3AP2KB. “Kami akan koordi-

nasi secepatnya dengan Kantor

Pengadilan Agama Jepara terkait

masalah itu,” jelas Adiwardoyo.

Disebutkan pula, berdasarkan UU

Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, usia 18 tahun

ke atas sudah dikategorikan dewa-

sa, sedangkan UU Perkawinan

mensyaratkan usia pernikahan

batas minimal adalah 19 tahun.

Ketua Musyawarah Kerja Ke-

pala Sekolah (MKKS) SMA Ka-

bupaten Jepara, Udik Agus DW

menyatakan, dari awal pihaknya

meragukan kebenaran kabar ter-

sebut. Dalam pandangannya, ti-

dak mungkin siswa SMAdi Jepara

pada kurun waktu enam bulan

meminta dispensasi nikah seba-

nyak itu. Di Jepara terdapat 23

SMA terdiri 10 sekolah negeri dan

13 sekolah swasta.               (Trq)-a


